BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan
status Rumah Sakit Umum Daerah Datu
Sanggul Rantau menjadi Badan Layanan
Umum Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Tapin, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, dimana tarif pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang telah
berubah statusnya menjadi Badan Layanan
Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan
Bupati, sehingga retribusi pelayanan kesehatan
pada Rumah Sakit Daerah Umum Datu Sanggul
Rantau yang diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Tapin, tidak dapat diberlakukan
lagi;

c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian
hukum terhadap tarif pelayanan kesehatan
yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah
Datu Sanggul Rantau, maka dipandang perlu
melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Tapin;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
TAPIN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011
Nomor 09), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Tapin pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan
atau diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. rawat jalan dan rawat inap;

unit gawat darurat;

tindakan medis;

. pemeriksaan laboratorium;
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pemeriksaan penunjang lainnya,;



f. pelayanan medico legal;

g. jasa ambulan dan mobil jenazah; dan

h. pelayanan kesehatan di luar jam kerja.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD
dan Swasta.

. Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul,
dihapus.

. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal
30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Setiap pungutan retribusi tarif pelayanan kesehatan
diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan yang
berlaku.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan yang
bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku tanda bukti
pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerimaan disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan
Khusus Penerima setiap 1 x 24 jam.

Laporan bulanan penerimaan disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Bupati dengan
tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tapin dan Inspektorat Kabupaten
Tapin.

Penerimaan dari jasa pelayanan Puskesmas dikembalikan ke
Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 40 %
(empat puluh persen), sedangkan bagi Bantuan sosial
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan
Persalinan (JAMPERSAL) diatur dengan Peraturan Bupati
sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis bantuan sosial.

Pengelolaan, penggunaan pengembalian jasa pelayanan yang
diterima Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 37

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnnya retribusi, kecuali jika wajib
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 38

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Izist 0173

BUPATI TAPIN,
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Diundangkan di Rantau
pada tanggal 75 izret O1E

RETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
! 7

f /1,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 72



